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BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN 
NOMOR : C) TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE SELATAN

: a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
tahun 2013 menjadi pedoman dalam penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 23 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 

2013.
: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi 

Sulawesi Tengara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Neeara Nomor 4267);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah 

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan peraturan perundang- 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 

Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengeloaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 

10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 

Tahun 2010 Perubahan Pertama atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 

i ) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat 

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan 

Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013 

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 

Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan 

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Kepala Inspektorat Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten 

Konawe Selatan

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satuan kerja yang terdiri 

dari Badan/Dinas/Sekretariat Dewan/Kantor/Bagian/RSUD, Satuan 

Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan dalam lingkup Pemerintah 

Kabupaten Konawe Selatan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Konawe Selatan 

Tahun 2010-2015, selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Konawe 

Selatan untuk (5) tahun;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional 

periode 1 (satu) tahun
10 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 

periode 5 (lima) tahun;
11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah 

Kabupaten Konawe Selatan;
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 

tahunan SKPD;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD



disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah

14 Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun

16 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan DPRD

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari 

RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 

rencana kerja dan pendanannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat
2.Fencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menjadi :
a Acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat 

Daerah (Renja SKPD) 
b. Pedoman bagi SKPD dalam penyuusunan Rancangan APBD Tahun

Anggaran 2013
, 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 :
a. Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) sebagai bahan untuk menyusun rancangan KUA Tahun 2013 dan 

Rancangan PPAS Tahun 2013.
b. Rancangan KUA Tahun 2013 dan Rancangan PPAS Tahun 2013



bentuk pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran

2013.

KUA Tahun 2013 dan PPAS Tahun 2013 yang telah dibahas dan 

disepakati besama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dituangkan 

dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah
dan Pimpinan DPRD

Pasal 4

Daiam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan KUA Tahun 2013 dan PPAS Tahun 

2013 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

l .  SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan 

rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan 

dan indikator kinerja masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan. 

2 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala 

inspektorat Daerah.
3. laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis 

dan evaluasi usulan anggaran tuhun berikutnya yang diajukan oleh SKPD 

yang bersangkutan.
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BAB II 
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang 

mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan Di Andoolo
pada tanggal 2012

BUPATI KONAWE SELATAN
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Diundangkan di Andoolo 
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
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H. SARDJUN MOKKE

Berita Daerah kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2012 Nomor : ......................


